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$ rte*e,g"ae;te&emsl permd$lmil ffi?erilpa-

kmre gxnfim*ig* p*ntirtg *alam

m*wuju**kfi rt prs$es peradilan

yams fair; Nanruun lndepe*densi

p*rmelffiare tanpa tramsparansi

dasn akufr'tt#bilitas sama halnya

dengam memherikart'oss$t

k*m**g" ymns dapfit dig;unakan

sesuai keherdak hakim,

i:eristiwa itu juga nrasih rtreninggalkan pole-

rnii( terliang pengadilan mana yang kompe-

ten dalanr fi.)enangani perkara tersebut.

Laporan hasil kajian Kl-tN tahun 2013 me-

rregaskan bahwa inclependensi peradilan

merupakan prinsip penting dalam mewuiuG

kan proses peradilan yang fair. Prinsip ini di-

anggap lebih penting dari prinsip peradiian

yang bebas dan terbuka. Namun independe-

nsi peradilan tanpa transparcnsi dan akunta-

bilitas sama saja dengan memberikan "cek

kosong" yang dapat digunakan sesuai ke
hendak hakim.

lndependensi, menurut KHN harus
dlberikan kepada hakim agar hakim daiam

n:emeriksa dan memutus suatu perkara ti-

dak terpengaruh oleh kekuasaan lainya, se-

hingga putusan yang dihasilkan benar-benar

berasal dari hati nurani dan berpedoman

kepada hukum dan nilai-nilai keadilan. Dan,

untuk mencegah terjadinya pengaruh negatif

dalani diri seorang hakim, naka pirtusiln

yang dihasilkan hakim harus melalui proses

peradilan yang berintegritas dan dapat diper'

tangglingiawabkan.
Anggota KHN, Prof. Mohammad Fajrul

Falaakh, berpendapat, pengerahan sendiri

kekuatan TNI untuk meiakukan pet-nbunuhan

di Lembaga Pemasyarakatan Cebongarl, Sl*
man, mengungkap tiga masalah. Pertama,
pengadilan yang irerwenang mengadiii tindak
pidana di LP Cebongan. Kasus pengerahan

sendiri kekuatan TNI ini juga terkait dua

masalah lain: desain peng$elaran pasukan

dan postur kekuatan pertahanan nasional'

Menentukan pengadilan

Pembunuhan itu jahat (nrala in se)"

Menghilangkan nyawa orang berarti melang-

gar hak hidup yang dijamin UUD 1-945.
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KASISPEX{'rNI e* ffi*{iGAJEru {yr,{U RUi(}|MAN Att'}tAD (K,ANAN} KONPRENSI PERS HASIL INVE$TIGASI TERHADAF PENYERBUAN KE

L,[] KELASi $iS CfiS0FdS/&N

EF rasecii maiam naas cii dalam sel Lettr-

I nrgu Pemasyarakatan Cebongan. Sle-

I nlan Dl Yo$/akarta, 23 Maret 2013.
n':engisyaratkan betapa lernahnya sistem ke
anlanan di wiiayah hukum kita. Ujung dari
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Menteri Pertahanan menilai \L1/4/24L3\,
tidak teqadi pelanggaran hak asasi manusia
(HAM) di Cebongan. Komnas HAM (12/
4/2013) menyatakan seballknya dengan

merujuk UU F{AM 1-999. Rujukan ini tidak
memberikan ukuran tentang genosida dan
kejahatan terhadap kemanusiaan (UU Pen-
gadilan HAM 2OO0), yaitu dua kategori
pelanggaran berat HAM yang hanya diselidi-
ki Komnas HAM.

Genosida dan kejahatan terhadap ke-

manusiaan mencakup pembunuhan. Na'

mun, pembunuhan dalam genosida dilaku-
kan untuk menghancurkan atau memusnah.
kan seluruh atau sebagian kelompok bang-

sa, ras, kelompok etnis, kelompok agarna.

Pembunuhan dalam kejahatan terhadap ke
manusiaan dilakukan sebagai bagian dari

serangan yang meluas atau sistematik, yang

ditujukan secara lahgsung terhadap pen-

duduk sipil.
Menunggu hasil akhir penyelidikan Komnas

HAM berdasarkan ukuran di atas, perdebatan

tentang pengadilan kasus Cebongan menge
rucut pada pengadilan urnum atau pengadilan

militer. Ketetapan MPR Nomor Vll/20O0 dan

UU TNI 2004 menentukan, tindak pidana

umum yang dilakukan prajurit TNI diadili

berdasartan hukum pidana umum. Namun,

UUrya belum selesai direvisi. Sesuai status
pelaku tindak pidana, pembunuhan yang

dilakukan prajurit TNI masih tunciuk pada UU

Peradilan Militer 1-997 dan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) seb+
gai lex specialis.

Revisi UU Peradilan l\4iliter terhenti pada

2009. Di antara faktor kegagalannya adalah
kesulitan menentukan makna spesifik tin-

dak pidana militer (TPM, military offences)
yang bukan termasuk tindak pidana umum
(TPU, civil offences)- Kesulitan terletak pada

bekerjanya empat faKor agregat: stalus,
locus (tempat), tempus (waktu), dan modus
TPM. Karena TPM (dalam KUHPM) belum
dipilah dari TPU, maka konflik hukuni mat*
rial dalam proses peradilan diputuskan N4ah-

kamah Agung, yaitu apabila militer-terdakwa
menginginkan kepastian hukum. Namun.

KUHPM warisan Belanda harus direvisi,
termasuk mengakomodasi hukum hurnan-

iter ("hukum perang") dan HAM, sedangkan
TPU mengikuti Kitab Undang-Undang Hukunr

Pidana (KUHP) yang sedang direvisi. Sebagi-

an KUHPM dan UU Peradilan Militer sudah
direvisi dengan UU Pengadilan hlAM.

Penugasan sendiri prajurit TNI untuk
menyerbu LP Cebongan tak perlu terjadi kalau

Sersan Kepala Heru Santoso tidak dibunuh di

Hugo's Caf6, yang pelakunya ditahan di LP

dan kemudian diserbu itu. Dapat disoal,

sudah sesuaikalr' penugasan intelijen rniliter
di tempat hiburan dengan Pasa{ 7 UU TNI?

Soalnya semakin berbeda halau penugasan

prajurit TNI pada umumnya dilaksanakan
dalam konteks reforrnasi gelar pasukan TNl.

Penggelaran pasukan

" Penge ra h an se nd i ri ke ku ata n

TNI untuk mela4ukan pem-

btptuhan di Lembaga

Pemasyarakatan Cebongan,

Sleman, mengungkap tiEa

masalah. Pertama, pengadilan

yang beruenang rnengadili tin-

dak pidana di LP Cebongan.

Kasus pengerahan sendiri

kekuatan TNI inijuga terkait

dua masalah lain: desain
penggelaran pasukan dan pos-

tur kekuatan pertahanan' 
nasianal."

Karena postur pertahanarr clan ge,a'
pasukan untuk pelaksanaan tligas utema
TNI, yaitu operasi militer {Pa$al 7 UU Perta-

hanan), seharusnya pelaksanaan tugas bu-

kan utanra ireialui operasi nriliter selairi
perang {01\lSP) hanya mengikuti tugas
utama. Pasal 7 UIJ TNI r"nenlinta Presi<ien

dan DPR n:enetapkan keb,ijakan untuk

OMSP. lVeski memegang kekuasaan terting-
gi atas angkatan bersenjata, Presiden Ytt-

dhoyotro belum menuntaskannya iaiam ,::ua

masa kepresidenan.
Dalarn perspektif keamanan hotlpreher-l-

sif, faktor lain yang perlu diperiirr:lr.irgilar
bagi pengembangan postur pertaha|an diirl
reorganisasi geiar pasukan TNI adalah kebt

jakan kearnanan dan ketei'ttbarr mas,\ar.:]-

kat. Presiden serrrestinya rrrerumusiral kebi-
jakan kamtibnras derrgan dui'rurEall Kcmisi
Kepolisian Nasicnal. Ketairsinkic:-ratr ketriia

kan kanrtibnras maupun OMSP telah nieles;
larikan arena pergesekarr: dan lalan reiya ke

rnarkas poiisi di Palenrbang aiau ciari tenrpel
hiburan menjalar ke LP di \ogyakarte"

Tanrpaknya posllrr pertahanan mauput-'r

penggelaran pasukan yang diinginkan LiLl

Pertahanan dan ULJ TNI rrteruFrakan faktor-

struldural yang telah mengerrdala pcrurtiu.

san kebijakan OltriSP. Para pejabat pclrtik

nasional dari kaiangan sipil darl pu;"nawi-

rawan TNI belum nren-velesaikainnyar, se-

dangkan politisi muda di parlenren iak ber'
kontrjbusi. Tiga ag;enda refornrasi Ti{l fer'
bengkalai lebih satu ciasawarsa.u
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Penggelaran pasukan adalah fungsi dari
postur pertahanan. UU Pertahanan 2002
nrenginginkan postur pertahanan dan gelar
pasukan dalam fornrat negara kepulauan,
yaitu untuk mewujudkan dan memperta-
hankan "seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik lndonesia sebagai satu kesatuan
pertahanan" (Pasal 5). Postur ini harus tam-
pak pada reorganisasi kekuatan, kenrampu-
an dan geiar pasukan dalam Ne gara Kepu"

lauan Republik lndonesia.
Reorganisasi gelar pasukan membu-

tuhkan restrukturisasi yang sesuai dengan
kondisi NKRI. Menurut Pasai l-1 UU TNl, ori"

entasi penggelaran pasukan adalah pada

daeralr-daerah perbatasan dengan negara

tetangga, pulau terdepan, rawan konflik,
atau rawan keamanan. Peiaksanaan gelar
pasukan harus menghindari "bentuk'bentuk

organisasi yang dapat menjadi peluang bagi

kepentingan politik praKis" dan penggeiaran

itu "tidak selalu mengikuti struktur adminis-
tra$i pemerintah". Suatu model bagi pengge-

laran pasukan adalah mengembangkan sis-
tem pertahanan lrerlapis-konsentrik, misal-
nya dalam tiga zona: penyangga, utama, dan
"zona perlawanan gerilya".
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